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A Pendahuluan R

oo Dalam o sejarah penyelen garaan

'j- pemeﬁntahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), eksistensi. dan peran

~desa  memilgi  kontribusi - ‘yang . .

~ signifikan. Sebagai kesatuan masyarakat
-+ hukum, desa'dengan segala problematik-

“wnya ‘juga felah memberikan “warna”

- tersendiri /dalam penyelenggaraan - pem-
bangunan masyarakat daerah.

.. Memperhatikan hal tersebut, maka
- menjadi . logis manakala pengaturan
© mengenal desa atau dengan sebuian lain,

~sudah  mulai  dibahas sejalan - para

. founding fathers bangsa ini merumuskan
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Hal
‘tersebut ‘sebagaimana tercermin - dari
‘Penjelasan I Pasal 18 UUD 1945
sebelum diamendemen yang menentukan
bahwa:
“Dalam teritorial negara Indonesia
terdapat kurang lebih 250
“Zelfbesturendelandschappen”  dan
“Volksgemeenschappen” seperti desa
di Jawa dan Bali,», negeri di
Minangkabau, dusun dan maiga di
Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli
dan oleh karenanya dapat dianggap
sehagai  daerah  yang  bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormatt  kedudukan daerah-
daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati
hak-hak asal-usul daerah tersebut”.
Pengakuan eksistensi desa atau
dengan sebutan lain yang secara eksplisit
dimuat dalam penjelasan konstitusi
negara, menunjukan bahwa kesatuan
masyarakat hukum tersebut memiliki

CnrendentI Pu1 wols,erto

. urgensitas: . 'yang' ‘tinggi, = karena -
 schagaimana diketahui, bahwa UUD
~atau konstitust dalam hierarki peraturan
. perundang-undangan memiliki keduduk-
. ani yang paling tinggi dibanding dengan

.produk dan jenis peraturan perundang«

undangan lainnya. .

“+Hal tersebut . bmbeda kenka bangsa
dan negara: Indonesia, melalul wakil-
wakilnya yang duduk di - Majelis

- Permusyawaratan - Rakyat (MPR)
‘bersepakat untuk melakukan perubahan
~terhadap UUD 1945 yang disahkan pada

tanggal 18  Agustus 1945. Dalam
amendemen UUD 1945, eksistensi dan
pengaturan mengenai desa tidak lagi
menjadi. materi muatan UUD  hasil
amendemen.  Hilangnya  pengaturan
mengenai desa dalam UUD 1945 hasil
amendemen - menimbulkan pertanyaan,
apakah dengan demikian kedudukan
desa dalam penyelengg@araan
pemerintahan  negara tidak memiliki
urgensitas lagi? atau apakah
penghormatan para founding fathers jilid
kedua ftidak lagi#memiliki kepekaan
dalam melakukan perubahan?

Beberapa pertanyaan tersebut di atas
tentunya tidak dapat disalahkan, karena
sebagaimana diketahui, bahwa eksistensi
desa atau dengan sebutan lain, misalnya
ada yang menyebutnya "Nagari", seperti
di  Sumatra Barat, "Gampong"di
Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang"
di Sulawesi  Selatan, "Kampung" di
Kalimantan Selatan dan Papua, dan
"Negeri" di Maluku, memang sudah ada
jauh sebelum Bangsa dan Negara RI
merdeka.

Perdebatan perlu tidaknya
pengaturan tentang desa dijadikan

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014



- materi muatan UUD/konstitusi-tentunya
- menjadi tidak relevan lagi, karena proses

amendemen  terhadap = UUD . sudah

~selesal. 'Namun demikian UUD 1945

hasil amendemen secara fersirat ‘juga
memberikan  “dukungan”
- eksistensi desa atau dengan sebutan lain.
Hal tersebut sebagaimana diamanatkan
- dalam Pasal 18B yang menentuk‘m

. bahwa: .

(1) Negala mencaku; dan menghormatl
oo satuan-satuan pemerintaban - daerah
yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa  yang diatur - dengan
undang-undang. -
-(2) Negara mengakni dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat
“hukum  adat  beserta  hak-hak
tradisionalnya  sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
‘perkembangan  masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
~undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka kesatuan masyarakat hukum adat
yang dalam, implementasinya ~dapat
berupa desa atau dengan sebutan lain,
masih diberi ruang dan kesempatan
untuk mengembangkan . potensi  yang
dimiliki sebagai satuykesatuan dalam
kerangka NKRI, dengan  tetap
mendasarkan kepada ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam undang=
undang.

Sebagaimana  diketahui, bahwa
dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Tahun 2013, Pemerintah
bersama dengan DPR telah sepakat
untuk  menata kembali pelaksanaan
pemerintahan daerah, hal tersebut dapat
dilthat dengan masuknya rencana
perubahan/penggantian Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, yang akan
“dipecah” menjadi 3 (tiga) undang-
undang, yakni undang-undang tentang

“‘terhadap -

' pemerintahan daerah, undang-undang
tentang desa dan undang—undang tentang

pemilihan kepala daer ah.®
~Tulisan ini akan membahas
beberapa persoalan yang berkaitan

dengan peran yang dapat dilaksanakan = -

oleh kelembagaan pemerintah desa yang
mendukung  pelaksanaan  kebijakan
otonomi daerah, baik yang sudah, sedang
dan bagaimana seharusnya. pengaturan
kelembagaan desa pada masa yang akan
datang?

Pemmbahasan

Perjalanan sejarah satuan pemerinta-
han vyang disebut desa atau dengan
sebutan lain selalu menarik untuk dikaji,
oleh karena itu setiap usaha atau upaya
pemerintah untuk melakukan “penataan”
terhadap pemerintahan desa atau dengan
sebuatan  lain dengan merubah atau
mengamendemen  bahkan mangganti
undang-undang yang mengatur masalah
desa, perhatian masyarakat cukup besar
dalam rangka  memberikan masukan,
saran dan pendapat baik yang dilakukan
dengan secara - bijak, elegan dan
demokratis, bahkan kadangkala dilaku-
kan secara tidak sebagaimana mestinya.
Hal tersebut harus dipandang sebagai
bentuk kepedulian dan. rasa/memiliki
{handarbeni) dari masyarakal menyang-
kut kesatuan masyarakat’hukumnya, agar
pengaturan yang.akan dituangkan dalam
bentukswndang-undang menjadi lebih
baik dan responsif serta sesuai dengan
perkembangan dan nilai-nilai  yang
hidup, tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut,
kepada saya, panitia seminar Tentang
Arah Otonomi Daerah di Indonesia me-
minta untuk ikut berpartisipasi dalam
kegiatan 1m supaya memberikan masu-
kan terkait dengan Peran Kelembagaan
Pemerintah Desa Dalam Kerangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Oleh
karena itu, untuk mengeksplor hal
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- ikhwal yang berkaitan dengan sub tema .
. tersebut, maka “kiranya -perlu: dxketahul_i_g:-:;___-
S :";f-beberapa pengeman elementer mengenai
- terminologi  yang - dipergunakan da}am-'.'-_i-_””
- sub tema tersebut, ‘yakni istilah “peran”, .
“Lelembacaan :

i }-daerah”

- maupun . - secara . - informal. Peran

“ didasarkan - pada preskripsi (ketentuan)
- dan ‘harapan (peran. yang menerangkan
“‘apa yang/ -individu-individu- . harus

~lakukan dalam suatu situasi tertentu agar

. dapat  memenuhi  harapan-harapan
- mereka sendirl atan harapan orang lain
menyangkut = peran-peran - tersebut.
. Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran
~..ini merupakan salah satu komponen dari
- sistem sosial organisasi, selain norma
dan budaya organisasi. - Di sini secara
umum  ‘peran’ dapat didefinisikan
sebagai “expectations about appropriate
behavior n a Jjob position (leader,
subordinate}: * Teori peran int
memberikan suatu kerangka konseptual
dalam  studi © perilaku  di = dalam
organisasi.’

Sedangkan istilah - kelembagaan,
secara konseptual berasal dari istilah
pranata yang mengandung,, pengertian
sebagai padanan institution. “sSuatu
kelembagaan adalah suatu pemantapan
perilaku  yang hidup pada suvatu
kelompok orang. Kelembagaan
merupakan sesuatu yang stabil, mantap,
dan berpola, berfungsi untuk tujuan
tertentu dalam masyarakat.

Sementara istilah desa adalah
sebagal suatu kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal usul yang bersifat
istimewa. Landasan pemikiran mengenai
pemerintahan desa adalah keaneka-
ragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masya-

“desa "dan ; otonoml i

Pengertaan Peran adalah serang~ i
e "_kalan perilaku - yang - dlhalapkan pada
. ‘seseorang -sesuai -dengan posisi sosial =

-+ yang *"diberikan baik = secara. formal

ﬁ;1akat Penyeién saraan pemenntahan__ e
_ '_'desa melupakan sub smtem dari -sistem "
'."--penyelenggaraan pemelmtahan sehingga
desa memlhkl ~kewenangan Cuntuk
':'menfratm “dan mengurus - kepentmgan S
_-:_}masyarakatnyq ‘Desa’ dapat melakukan
""-_-fii;'perbuatan hukum, baik- hukum publik -
. maupun hukum perdata - memiliki
"f_.lkelxayaan harta benda dan b(mvunan
serta’ dapat dituntut. dan menuntut di
o .-pengadﬂan Dalam pcrspekﬂf normatif
~‘desa . diartikan -
- masyarakat hukum yang memiliki batas-
... batas. wilayah .yang . berwenang untuk

‘sebagai  kesatuan

mengatur - dan mengurus kepentingan

- masyarakat setempat, berdasarkan asal-
Cusul dan -adat istiadat setempat yang
diakui -dan dihormati dalam sistem
‘Pemerintaban Negara Kesatuan Republik
-:Indonesia_]_.Sedangkan yang dimaksud
. dengan otonomi  daerah berdasarkan

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk

qnengatur dan mengurus sendifi urusan

pemerintahan dan kepentingan masya-
rakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. .

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka dalam penulisan in1 yang
dimaksudkan dengan peran kelembagaan
pemerintah desa merupakan perilaku
vang diharapkan dagi® institusi atau
lembaga  pemerintah desa  dalam
kerangka'pelaksanaan kebijakan otonomi
daerah.

Sebagaimana diketahui  bersama
bahwa eksistensi desa dalam sejarah
penyelenggaraan pemerintahan negara,
sudah dimulai jawh sebelum Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  ini
merdeka. Ketika masa pemerintahan
kolonial atau biasa disebut dengan
Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau
Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal
118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam
pasal ini dijelaskan bahwa penduduk
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s (plmpman) Kemudlan R
“lebih  lanjui.  tertnang dalam 1GOB .

- oAInlandsche - Gemeenre Oidonantze

g ..:'_'5'-'erengewesten) LN1938N0 490 - yang

:.;-"_-berlaku sejak 15anua1;..1939__LN_ __1938
~ No. 681.. Nama ' dan . jenis ' dari
_'”_persekutuan masymal\.at ash ini adalah
- Persekutuan Bumi Pitera, ‘Persekutuan

- ._'_}.__-::._";negerl/ash dlbaarkan ch bawah langsung .' :
Cisiadan # kepa1a~kepaianya csendird oo

pengatman

: - masyarakat ashi dljawa disebut Desa, di

. bekas Karesidenan Palembang disebut
. Marga,” " Negeri - di . Minangkabau
'-:_-'sedangkan dibekas Karesidenan Bangka
- Belitung disebut Haminte.®

~ Pada /masa pemerintahan kolonial
int, asal-usul desa -diperhatikan dan
- diakui sedemikian rupa sehingga tidak
‘mengenal adanya penyeragaman istilah
““beserta -~ komponen-komponen yang
‘meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari

" serikat dusun baik atas dasar susunan

masyarakat geologis maupun teritorial.
Desa/Marga adalah masyarakat hukum
adat berfimgsi sebagai kesatuan wilayah
Pemerintah, terdepan dalam rangka
Pemerintahan Hindia Belanda  dan
merupakan Badan Hukum Indonesia.
Sedangkan  bentuk  dan  susunan
pemerintahannya ditentukan berdasar-
kan hukum adat masing-masing daerah.
Adapun  dasar hukumnya adalah
Indische Staasgeling dan
IGOBSth.1938N0.490J0.681.°
Kemudian dalam Penjelasan II Pasal
18 UUD 1945 sebelum diamendemen
sebagaimana telah dikemukakan diatas,
eksistensi desa atau dengan sebutan lain
secara jelas diatur dan disebutkan, yang
sudah barang tentu harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, sebagai-
mana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945
sebelum diamendemen yang menentukan
bahwa:
Pembagian Daerah atas Daerah besar
dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang dengan memandang

: 'fdan menomgat dasm permusym R
i waratan dalam ‘sidang - Pemermtahan

- 'Negara ‘dan hak-hak asal-usul dalam
8 daerah yanU bersxfat Isnmewa S -

Berdasarkan ketentuan Pasai 18
.':UU_D 1945, sebelum ~diamendemen .
- " terschut, maka ‘pengaturan lebih lanjut =
- mengenai desa diatur dengan undang-
- undang. Berkaitan dengan hal tersebut,
maka pada tanggal 1 September 1965
- diundangkan Undang-Undang Nomor 19
- Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa

Praja Sebagai Bentuk Peralithan Untuk
Mempercepat  Terwujudnya - Daerah
Tingkat I1I Di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia atau daerah otonom adat yang
setingkat . di  seluruh Indonesia. Jika
dianalisis undang-undang tersebut tidak
sesual dengan isi dan jiwa dari pasal dari
semangat. UUD 1945, khususnya
ketentuan Pasal 18 serta Penjelasannya
karena dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 ini mulai muncul
keinginan untuk menyeragamkan istilah
Desa.'”

Sampail kemudian pada tanggal /1
Desember 1979 diundangkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dan berdasarkan
undang-undang tersebut, maka
kelembagaan pemerintahan desa diatur
lebih jelas, bahkan gjika dilihat dan
keberlakuan Undang-Undang Nomor 5
Tahor™ 1979 baru dinyatakan tidak
berlaku dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, sebagai-
mana diatur dalam ketentuan Pasal 131
huraf (a).ll

Berdasarkan Undang-Undang No. 5
Tahun 1979, kelembagaan pemerintahan
desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Dusun, Lembaga Musyawarah
Desa. Di samping hal tersebut, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 juga
memberikan kesempatan dan peluang
kepada masyarakat untuk mendirikan
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| :":"'.f--':-lembaga«-}embaga kemasymakatan yang'”-'_"l_

* ‘dapat dijadikan mitra’ bagi pemermtahan S
 desa dalam rangka mencapal tujuan dan PO

i".plocrmm pemelmtahan desa. .
2o Janh o sebelum

~+ berdasarkan Undang- “Undang Nomor 5
~-Tahun 1979 bebezrapa lembaga kemasya-
~rakatan diperkenalkan ‘dengar tipe dan

~okarakter yang seragam dan koorporatis

-di seluruh desa .dalam wilayah. NKRI

- seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat
- Desa (LKMD), PKK, KarangTaruna, P3A,

-+ Dasawisma, RT, RW dan sebagainya).

- Lembaga kemasyarakatan tersebut ini

-+ disatu -sist berfungsi sebagal -wadah

- organisasi . yang - dapat = dijadikan
- wahana/sarana untuk memperjuangkan
‘kepentingan dan ‘aspirasi masyarakat
setempat juga dalam tataran yang lebih
luas dapat dijadikan sarana dalam rangka
mendukung . kepentingan ketahanan
‘sosial (socialsecurityy masyarakat, di
samping hal, tersebut juga dapat
dijadikan sebagai alat negara dalam
rangka  menjalankan = tugas-tugas
administratif."

Dalam perkembangan selanjutnya,
pengaturan mengenai desa diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahum=l999
tentang Pemerintahan Daerah yang
diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999,
di mana pelaksanaan undang-undang ini
dilakukan secara efektif selambat-
lambatnya dalam waktu dua tahun sejak
ditetapkannya undang-undang ini."?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999, pengaturan mengenai
kelembagaan pemerintahan desa “hanya”
diatur dalam beberapa pasal saja, yakni
Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 atau
hanya dalam 8 (delapan) pasal yang
meliputi 22 (dua puluh dua) ayat.

. patan ~kepada

~ Nomor 22 ‘Tahun 1999
-dmyatakan bahwa: -

kan Pemerlntahan Desa Di samping itu,

-Unddng Undang Nomor 22 Tahun 1999 =~
juga. 1nembenkan peluang dan : kesem~ SRR
masyalal\at Cunmk
. :-'membentuk 1emba0a kemasyarakalan
“igesual denoan nilai- mlal yang - ber-
© “kembang -dalam masyarakat- Setempat
~~dengan - dibentuk berdasarkan - peraturan

desa. Hal tersebut ~sesuai - dengan

w:oketentuan Pasal 106 yang menegaskan
- bahwa di Desa dapat dibentuk lembaga
- Jainnya sesuai dengan kebutuhan Desa

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
‘Dalam. penjelasan  Undang-Undang
_angka (9)

- Landasan pemikiran dalam pengaturan
mengenai Pemerintahan Desa adalah

-« keanekaragaman, partisipasi, ‘otonomi

asli, demokratisast, dan pemberdayaan
masyarakat. Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa ~ merupakan
subsistem dari sistem penyelenggaraan
pemerintahan sehingga Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur <dan
mengurus kepentingan  masyarakat-
nya. Kepala Desa bertanggtmgjawab
pada Badan Perwakilan' Desa dan
menyampaikan laperan pelaksanaan
tugas tersebut-kepada Bupati, Sebagai
perwifjudan  demokrasi, di Desa
dibentuk Badan Perwakilan Desa
atau sebutan lain yang sesuai dengan
budaya yang berkembang di Desa
yang bersangkutan, yang berfungsi
sebagai  lembaga legislasi  dan
pengawasan dalam hal pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Keputusan Kepala Desa. Di Desa
dibentuk lembaga kemasyarakatan
Desa  lainnya  sesuai  dengan
kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud
merupakan mitra Pemerintah Desa

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2074

o5 Berdasa:fkan ketenman Pasal 94 L
'f'-_:UndanD-Undang Normor 22 Tahun 1999, -~
di desa dibentuk Pemermtah Desa dan i
Fii . Badan Perwakilan Desa yano merupa- -
i UndanmUndanor ol
. ;.:__:Nomor 5. Tahun 1979 dlundangkan
©.dalam plakuknya di setiap Desa telahosi ™
~+ " memiliki lembaga-lembaga lokal yang -
“* tumbuh, dan bezkembanc darl 111181at1f 2
" dan prakarsa ‘masyarakat, sementard




! daiam : ranoka pembeidayaan
masyalakat Desa e :
Berdasarkan Leteﬁtuzui . dan

'_"._-_'_:'.-_.__penjelasan tersebut ch ‘atas maka dapat S
disimpulkan - bahwa " iembaoa
g "_.'pemeuntahan desa mehpuu pememnahan

i desa yang terdm dari Kepala Daerah atau

* - dengan nama dan sebutan Jain serta Badan
o '-“.Pe_lwaklla_r_l. Masyarakat * (BPD) ~yang
-~ -dibentuk ' dalam _#angka mewujudkan

- -demokratisasi 4

: : penyelenggaraan
s pemenntahan desa.

-Permasalahan yang sering terjadz di
g 'rlapanvan A dalam penyelenggaraan
Pemerintahan - Desa,  antara  lain
‘berkaitan dengan eksistensi BPD dan
Keuvangan Desa. Hal ini terjadi karena
dalam  penyelenggaraan Pemerintahan
Desa terdapat sesuatu yang baru, seperti
‘halnya kewenangan Desa yang lebih luas
- dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, kewenangan
desa untuk mengatur dan . mengelola
desanya “lepas dari intervensi pihak
Kecamatan, di  mana berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Desa kedudukan
desa dibawah wilayah dan otoritas pihak
Kecamatan, sementara ~ berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
kedudukan Kecamatan'tidak lebih hanya
sebagai institusi atau lembaga yang
melaksanakan fungsi konsultatf, dan
koordinatif saja.

Permasalahan lainnya yang meng-
iringi perjalanan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 adalah berkaitan
dengan eksistensi BPD sebagai badan
yang merupakan implementasi lembaga
legislatif di Desa yang merupakan
“fenomena” baru dalam masyarakat
perdesaan  yang sudah  sejak  lama
terbiasa dengan budaya musyawarah
dan mufakat dalam lembaga adat
maupun lembaga formal yang telah ada
sebelumnya balk di masa kolonial
maupun sebelum masa berlakunya

‘Undang-Undang Nomor .5 Tabun 1979
o oosepertl halnya LEKMD . dan LMD, secara - -
. cepat  harus ~menyesuaikan - dengan. -~
budaya “perwakilan” yang memiliki
kewenangan yang sering dipersepsikan .

.w-oleh- - sementara. ¢ Kepala  ~Desa .-
~ “menakutkan” - karena  dapat
. mengakibatkan . " “ketidaknyamanan™. -
'~ Kepala Desa dalam, melaksanakan =

* pemerintahannya.

Sebagai  perwujudan  demokrasi,
dalam penyelenggaraan pemerintahan
Desa di bentuk Badan Permusyawaratan
Desa atau sebutan lain vang sesuai
dengan budaya yang berkembang di
Desa bersangkutan,  yang berfungsi
sebagai lembaga pengaturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan  Desa,
seperti  dalam  pembuatan dan
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Keputusan  Kepala = Desa, dengan
demikian kedudukan BPD sebenarnya
sebagali mitra kerja pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat desa.

Formalisasi sebuah lembaga
legislasi Desa merupakan hal baru bagi
masyarakatDesa karena konsekuensi
yang ditanggung adalah  Keterbatasan
sumber daya manusia yang adadi Desa
dalam memaharmi proses dan
mekanisme sebuah konsep legislasi. Di
sisi lain masyarakat memandang bahwa
keberadaan BPD hanyalah sebagai
penambah  masalah desa. Kerinduan
akan suasana yang lebih kekeluargaan
dengan musyawarah dan mufakat
menyebabkan  sebagian  masyarakat
menginginkan untuk  mengembalikan
Desa pada posisi semula ketika masa
pemerintahan  kolonial, di mana hak
asal-usul dan adat istiadat sangat diakui,
kewenangan untuk mengatur sendiri
dengan bekerjasama dengan lembaga
adatnya dibiarkan berjalan  secara
mandiri. Di samping ita keberadaan
BPD seharusnya semakin memperketat
dan membuat Pemerintah Desa semakin




i lain juga. muncuI anta;a lain: berkenaan 1
"-___a_.ﬁi;-dengan ‘tata’ cara - atau mekamsme
.__:__':5--_pertanggun&}awaban Lepaia idesa
" terhadap - BPD, . pembuatan ‘peraturan-
- peraturan desa oleh. BPD, pencarian
* - ’sumber-sumber pendapatan ‘desa dan

.. +]ain- lamnya_ ' yang - . merupakan
- :konsekuensi- lggis . dari - pelaksanaan
‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

- tentang Pemerintahan Daerah.'*

Badan /Perwakilan Desa berdasar-

- kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 memiliki kewenangan yang besar,
-~ bahkan dalam tahapan tertentn BPD
- .dapat -mengusulkan -pemberhentian
.~ Kepala Desa. Kewenangan BPD yang

- sedemikian besar, karena - Undang-

- Undang = Nomor : ‘22 ~Tahun = 1999

- menempatkan  BPD . “menyamakan”

~dengan DPRD, di mana ' DPRDB
berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
huruf (a) dan (¢) DPRD mempunyal
tugas dan wewenang memilih - dan

-mengusulkan  pengangkatan ‘serta
pemberhentian Gubernu/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau
Walikota/Wakil Walikota.

Hal tersebut juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76
Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa. Berdasar-
kan ketentuan Pasal 30 BPD atau
dengan nama lain berfungsi:

1. mengayomi adat istiadat;

2. membuat Peraturan Desa;

3. menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat;dan

4. melakukan  pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dan dalam melaksanakan fungsi
pengawasan BPD  yang  meliputi
pengawasan  terhadap  pelaksanaan

_ _erpacu uiltuk ‘melakukan pem' S
S nyelencrgaraan pemermtahan Desa sertaﬁ_
. pembangunan - di: desanya Seiam iR
e :;_-:__"-_'-'_penyzmpangan : yang dllakukan oleh_ S
- Pemerintah Desa, berbacral permasalahan . S
2001 ada kewenangau BPD: untuk
}_'membenkan teguran baik “secara lisan
maupun tertulis Lepada Kepala Desa Jika - S

- Peraturan Desa, Ang aran - Pendapatan'
“oodans Belan}a Desa - (APBDes),. dan
Keputusan - Kepala Desa, " Terlebih -
" berdasarkan. ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Pelaturan Pemermtah Nomo; 76 ‘Tahun

. dalam = melaksanakan - tugas® dan

5 '-'.--kawa_]lbdnnya Kepala Desa bersikap dan

-~ bertindak tldak ‘adil, diskriminatif, dan
L :.mempe}suht *dalam_ - memberikan
- pelayanan kepada masyarakat,

. ‘Penyamaan” - aniara BPD scbagai

s 'iembaﬁa perwakilan desa dengan DPRD
o sebageu ‘lembaga  perwakilan - daerah,

dalam hal kewenangan untuk mengusul-

+kan pemberhentian Kepala Desa sebenar-
nya tidak sesuai, karena Kepala Desa
 tidak dipilih oleh BPD, sementara Kepala
- Daerah berdasarkan ketentuan sebagai-
. mana telah dikemukakan d1 atas, dipilih
.oleh DPRD,

- Kepala Desa karena 'dlpﬂlh secara
langsung oleh rakyat, maka hakikatnya
bertanggung jawab kepada rakyat Desa,
namun  demikian  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 memberikan
arahan bahwa tata cara dan prosedur per-
tanggung jawabannya Kepala Desa di-
sampaikan kepada Bupati atauWalikota
melalui Camat. Kepada BPD, namun
demikian Kepala Desa.wajib memberi-
kan keterangan Jlaporan pertanggung-
jawabannya (LKPJ) dan kepada rakyat
menyampaikan informasi pokok-pokok
pertanggungjawabannya namun tetap
harus  memberi kesempatan  dan
peluang kepada masyarakat melalui
wakil-wakilnya yang duduk
sebagai  anggota  BPD  untuk

menanyakan dan/atau meminta
keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal
yang bertalian dengan

pertanggungjawaban dimaksud.

Dalam perkembangnnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak
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S "dmndangkanlah

" Nomor 32 Tahun 2004 “tentang
'_:___Pf:_mc_ﬁ_mtal_}an ‘Daerah. . Hal  tersebut

~ i dapat. . 'disimpulkan dau - Penjelasan e
s Umum Undanﬂ—Undang Nomm =t
I ~Tahun 2004 ditegaskan bahwa: -

sesu::u 1&01 denﬂan perkembancdn':'
i -_':'-kehldupan ketatanegaraan oleh:karena

oty pada - tanggai 18 “Oktober. . 2004
Undano Undanc

: ___.-.Perubahan Undang»UndauG Nomm
22 Tahun 19994 di samping karena
- adanya perupahan Undang-Undang
~Dasar - Negara Republik Indonesia
-~ Tahun 1945, juga. memperhatikan
. beberapa  Ketetapan - MPR  dan
.+ Keputusan MPR, seperti; Ketetapan
~Majelis Permusyawaratan - Rakyat
Republik Indonesia - Nomor
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
- Kebijakan Dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan . Rakyat
Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi
Atas 'Laporan Pelaksanaan Putusan
Majelis. Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia  oleh Presiden,
DPA, DPR, BPK, dan MA pada
sidang tahunan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia
tahun 2002 dan, Keputusan Majelis
Permusyawaratan “Rakyaf « Republik
Indonesia ~ Nomor %5/MPR/2003
tentang Penugasan  Kepada, MPR-
RIwntuk Menyampaikan Saran
Atas  Laporan Pelaksanaan Keputu-
san  MPR-RI oleh Presiden, DPR,
BPK, dan MA pada Sidang Tahunan
MPR-RI Tahun 2003.

Berkaitan dengan landasan
pemikiran perlunya pengaturan tentang
desa dalam peraturan perundang-
undangan,  antara  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak
ada perbedaan yang signifikan, hal
tersebut sebagaimana dapat disimpulkan

dau penjeiasan undanmundano telsebut_

yanff menentukan bahwa:

- Landasan . pemikiran ° " dalam o
_-pengamian -mengenai - desa - adalah
i .-'keanekalagaman '

S otonomi o ashi, demok_xatis_asi Sdan

==spemberdayaan = masyarakat.Undang- =

 undang ini mengakui otonomi yang -

- dimiliki * oleh desav.ataupun dengan -

-sebutan . lainnya dan kepada desa .

~melalui * pemerintah  desa  dapat

.. diberikan penugasan ataupun
pendelegasian - dari ~ Pemerintah
ataupun -pemerintah  daerah unwuk
melaksanakan ~urusan  pemerintah
tertentu.

Berkaitan. dengan kelembagaan
pemerintahan  desa, dilihat  dari
nomenklatur yang dipergunakan sama
dengan apa yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999,
sckalipun khusus mengenal masalah
BPD substansinya berbeda dalam hal
yang berhubungan dengan kewenangan
vang dimiliki, seperti ketentuan Pasal
200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 menegaskan bahwa:
Dalam -~ pemerintahan daerah
kabupaten/kota dibentuk pemerintahan
desa vang terdiri dari pemerintah desa
dan  badan  permusyawatan  desa.
Sementara dalam Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 22¢ Tahun 1999
ditegaskan bahwat Di Desa dibentuk
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan
Desa, yang merupakan Pemerintahan
Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
BPD berfungsi menetapkan peraturan
desa bersama kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketentuan tersebut kemudian dipertegas
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa.

Pasal 35 menentukan bahwa BPD
mempunyai wewenang:

- partisipasi,
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Soa -membahas rancangan peiaturan desa_ D

© bersama kepala desa;’

Z'f'1':_b.'_.-_melaksaml\an penoawasan te;hadap '
"~ pelaksanaan - peraturan desa d_an

i peraturan kepaia desa;

"'.3--"=-::_'c'.'menfrusulkan peng‘mcrkatan ._d_an_ e

- pemberhentian kepala desa;"

" - d. membentuk pamtla pemlhhan kepala _ ;

“desa;

e ;__meng gali, menampun meng}__umpun,
= merwmuskan - dan _menyalurkan -

- ‘aspirasi masyarakat dan
SR i menyusun tata tertlb BPD

e Sedangkan Pasal 36 menentukan bahwa
‘BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Peme-

~rintah Desa;

b. menyatakan pendapat

Kemudzan berkaitan dengan ke-
lembagaan  desa, Undang-Undang
Nomor 32 Tabun 2004 menentukan
‘bahwa di desa dapat dibentuk lembaga
ke-masyarakatan yang ditetapkan dengan
peraturan desa dengan berpedoman pada
peraturan perudang-undangan. Dan yang
perlu diperhatikan, lembaga kemasya-
rakatan yang dibentuk dalam kerangka
untuk melaksanakan tugas membantu
pemerintah desa dan merupakan mitra
dalam  memberdayakan  masyarakat
desa.’”

Kemudian Undang-Undang“Nomor
32 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan
diundangkannya Undang-Undang
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam  Negeri
(Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 Tugas Lembaga
Kemasyarakatan meliputi (1) menyusun

rencana pembangunan secara
partisipatif; (2) melaksanakan,
mengendalikan, memanfaatkan,

memelihara dan mengembangkan

pembanounan secala pamszpatlf (3) T
- menggerakkan dan mengembangkan S
. partisipasi, - otoncr royonc dan swadaya o
“--masyarakat; dan oo @)
':menumbuhkembanfrkan ko_n_dlsl Co

‘dinamis . masyarakat - dalam_ rangka ..
' pemberdayaan masy'araka't' Dan lembaga
- 'kemasyal akatan berfuncsz antala ldln (1
. ‘penampungan dan penyaluran aspiram
masyarakat - dalam pembangunan (2)
~-penanaman  dan - pemupukan ' rasa
- persatuan - dan - kesatuan A masyarakat
- dalam  kerangka ‘memperkokoh Negara
_Kesatuan .- Republik  Indonesia; = (3)

peningkatan kualitas - dan  percepatan

pelayanan ~ pemerintah ~ -~ kepada

masyarakat; (4) penyusunan rencana,
pelaksanaan, pelestarian, ~ dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara  partisipatif; (5) penumbuh-
kembangan dan penggerak prakarsa,
partisipasi, serta swadaya gotong royong
masyarakat; (6) pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
(6)  pemberdayaan  hak  politik
masyarakat,'®
Kemudian berdasarkan Pasal 7

Permendagri- Nomor 5. Tahun 2007

tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan, ditegaskan _bahwa

jenis lembaga kemasyarakatan antara

lain melipudi:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa atan Kelurahan (LPMD/IL.PMK)
/L.embaga Ketahanan Masyarakat
Desa atau  Kelurahan (LKMD
/LKMK) atau sebutan nama lain;

b. Lembaga adat;

c. Tim Penggerak PKK
Desa/Kelurahan;
d. RT/RW;

e. Karang Taruna;dan

f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Lembaga kemasyarakatan tersebut

mempunyai tugas membantu Pemerintah

Desa dan merupakan mitra dalam

memberdayakan  masyarakat  desa

meliputi (1) menyusun  rencana
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- pembangunan secara - partisipatif; (2)
. melaksanakan, - mengendalikan, - me-
*- - manfaatkan, . memelihara: . dan - me-

- ngembangkan . pembangunan - secara

- partisipatif; (3) menggerakkan . dan

- -mengembangkan  “partisipasi, - gotong
.. Toyong, - dan, -swadaya - masyarakat;dan
1 (4) - menumbuhkembangkan .<&ondisi
- dinamis. *-masyarakat . ' dalam rangka

~pemberdayaan masyarakat. -

- Memperhatikan’ uraian terscbut di
. atas, maka dapatdisimpulkan bahwa ada
. perbedaan konsep mengenai kelembaga-
an pemerintaban desa termasuk lembaga

kemasyarakatan pada saat berlakunya

- -Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1979
atau pada masa pemerintahan orde baru,
- dengan pada saat berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
~Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
yakni bahwa dalam undang-undang yang
diundangkan pada masa reformasi telah
berusaha untuk mengembalikan konsep,
dan bentuk Desa seperti asal-usulnya
vang tidak diakui  dan  diakomodir
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemenintahan Desa. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004.

Eksistensi Desa berdasarkan
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979
dipandang hanya sebagai suatinwilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk
didalamnya kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di
bawah Camat dan berhak me-
nyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan Desa atau disebut
dengan nama lain, adalah kesatnan
masyarakat hukum yang memilik
kewenangan unfuk mengatur dan
mengurus kepentingan masya-rakat
setempat berdasarkan asal-usul dan

- adat-istiadat - setempat yang diakui

- dalam sistem pemerintahan nasional dan

. berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat_ -
dibentuk, - dihapus, dan/atau - digabung .

.. dengan memperhatikan asal-usulnya atas

" prakarsa masyarakat dengan persetujuan =
“Pemerintah Kabupaten dan DPRD."

- Konsekuensindesa yang memiliki -
kewenangan sebagaiumana diatur dalam -
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

dan Undang-Undang Nomoi 32 Tahun
2004, tentunya  berbeda dengan
kedudukan desa yang hanya dianggap
/diakui sebagai suvatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk
didalamnya kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai organisasi
pemeriniahan  terendah langsung di
bawah Camat dan berhak me-
nyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Hal tersebut disebabkan,
terminologi desa  yang  memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus,
maka desa tersebut memiliki
kewenangan -untuk  merencanakan,
melaksanakan, bahkan = membiayai/
mendanal  urusan-urusan/kepentingan
masyarakat setempat dengan
pertimbangan dan didasarkan atas adat
istiadat yang dimiliki-oleh masyarakat
yang bersangkutan:

Kemandirian untuk menentukan
perencanaan dan pelaksanaan serta pem-
biayaan atas kepentingan masyarakat
setempat yang didasarkan atas adat
istiadatnya, menunjukkan bahwa
otonomi asli desa masih diakomodir
dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, otonomi desa
sebenarnya otonomi asli, inilah yang
membedakan dengan otonomi daerah,
otonomi desa dikatakan sebagai otonomi
asli, karena otonomi yang dimiliki oleh
desa atau dengan sebutan lain,
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'"3:3'-.-f-'-'-'Sébé:'nai'nya ' bukan ahbat adaﬁya_
. “pemberian”’ dari‘ ' negara . (baca: -
;Pemermtah Pusat) sedangkan otonorm i

- “daerah haklkatnyd ‘adalah otonomi yang -

" diberikan oleh - satuan .pemerintahan

SR __':yam0 lebih - tmg (baca Pemermtah'-'_'.,f.;

= Pusat) kepada satuan pemeuntahan ya\nU i
lebih rendah. . SR

Namun - demﬂqan yzmOr . pellu

lebih menda]am ek31sten31 otononu asli

. 'mesti harus - dipaharm secara Dbenar,
: --;;memang dalam . otonomi ada
. -“kemandluan “ada kebeb&san ‘satuan
- pemerintahan - apapun namanya baik

- pemerintah _daerah -provinsi,

- kabupatenfkota, termasuk di dalamnya
- desa, kemandirian dan kebebasan yang

- ‘dimiliki ‘tidak sampai pada kualitas
. -sepertl  kemerdekaan. - Di dalam tata
- pemerintahan, otonomi juga diartikan

- sebagat mengurus dan mengatur rumah

tangga sendiri, Otonomi juga diartikan
~.sebagal ' sesuatu - yang - bermakna
kebebasan ~ atau - kemandirian
(Zelfstandigheid) - tetapi bukan
kemerdekaan (Cnafhankelijkheid).
Dalam otonomi harus tersedia ruang
gerak yang cukup untuk melakukan
kebebasan menjalankan pemerintahan,
dalam otonomi senantiasa memerlukan
kemandirian atan keleluasaan. Bahkan
tidak  berlebihan apabila, dikatakan
hakikat otonomi adalah kemandirian,
walaupun bukan suatu bentuk kebebasan
sebuah satuan yang merdeka
(zelfstadigheid) bukan  onafhankelij-
kheid."®

Otonomi  bukanlah sebuah  proses
pemerdekaan daerah yang dalam arti
kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah),
atau otonomi fidak dapat diartikan
sebagai adanya kebebasan penuh secara
absolut dari suatu daerah (absolute
onafhankelijkheid)  karena  otonomi
adalah suatu proses untuk memberikan
kesempatan kepada daerah untuk bisa
berkembang sesuai dengan potensi yang

ﬁie’reka mﬂl}q Denoan : deimklan i
'otonomz harus belma.kna sebagal Jalan- SN
- untuk - mengophmalisam secala potcnsn e
“lokal, . ‘baik “alam,’ lingkungan ‘maupun - .
- kebudayaan. Dan optimahsasz bukanlah
GI\pIOlE’lS} melainkan ~ sebuah proses
fayang memunghnkan ‘daerah - -'bisa -
§'='._'.*mencembangkan ‘dici,  dan ‘mengubah -
 kehidupan masyarakat dae1ah menjad1 ;

o :i':ff'dlperhankan dan perlit - pencermatan -'-':--3.._.'.}eb1h baik.”

Memperhatlkan hal tersebut maka

. beberapa ‘hal ‘yang sudah  selayaknya
. diperhatikan - dalam ~ pembentukan
Ipemyusunan  Rancangan =~ Undang-
“Undang (RUU) tentang ] Desa antara lain

- sebagai berikut: =

1. Perlu adanya kejelasan pemaknaan
mengenai rumusan kalimat negara
- mengakui - dan  menghormati

- kesatuan-kesatuwan - masyarakat
‘hukum . adat  beserta  hak-hak
tradisionalnya  sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
-perkembangan - masyarakat  dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang sebagaimana  diamanatkan
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
hasil amendemen. Hal tersebut
penting karena pengakuand dan
penghormatan atas hak tradisional
sepanjang masth hidup hanya dapat
dilihat dalam kebijakan negara untuk
mengakui  keberlakukan  hak-hak
{bawaan) masing-masing susunan asli
dalam bentuk yang dikuatkan dengan
peraturan perundang-undangan, baik
hak-hak tradisional yang berhubung-
an susunan asli sebagai persekutuan
masyarakat hokum  (sosial) dan
budaya, termasuk tentunya berkaitan
dengan  “pengelolaan”  sumber-
sumber keuangan yang potensial
bagi pengembangan masyarakat desa
yang bersangkutan.

2. Dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Desa sudah selayaknya
diperhatikan agar kewenangan desa
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Tahun 2004 - hanya * menefftukan

. bahwa urusan - pemeuntahan yang -
kewenangan cmdems s s

fmenjadl -

' 'mencakup £ o0

a. Urusan pemeuntahan yang sudah

~ada berdasarkan ~hak asal-usul
desa; . - -

b. urusan . pemermtahan yang
menjadi - -kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa;

- c. tugas . pembantuan dari
- Pemerintah, - pemerintah provinsi,
dan/atau pemeuntah kabupaten/
kota;

d. urusan pemerintahan lainnya yang
oleh - peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.

Tidak jauh substansinya, kewenangan
desa juga dimuat dalam Rancangan
Undang-Undang Desa, hal tersebut
sebagaimana, dinyatakan dalam Pasal
15 yang menentukan bahwa: Desa
mempunyai kewenangan untuk meng-
atur  dan  mengurus  kepentingan
masyarakat berdasarkan, hak asal-
usul,adat  istiadat  dan  nilei-nilai
sosial  budayva masyarakat  dan
melaksanakan  bagian-bagian dari
suafu urusan pemerintahan  yang
dilimpahkan  oleh  pemerintahan
kabupaten/kota.

Dan dirinei lebih lanjut dalam Pasal

16 Rancangan Undang-Undang Desa

yang menentukan bahwa kewenangan

desa mencakup:

a. kewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul, adat
istiadat dan nilai-nilai  sosial
budaya masyarakat;

o 'f-;atau dengan Sebutan lam memlhkj e
.Eke_]eiasan, ‘hal ini - dzpellukan karena .

- dalam  Undang-Undang ‘Nomor 32 . -
~Tahun' 2004. belum memberikan

- -'.-__.;ﬁ:ﬁ_-gambaran mengenal kewenanﬂan ST
' '-:"1:'.3--yancr dimiliki ‘oleh Desa, Pasal SRR
- 206 Undang—UndanfF Nomor -32

.dlhmpahkan '
- kepada desa; dan
“erdekewenangan

. perundang-undangan. e
- Di mana berdasarkan Pasal 16 ayat =
{2) RUU . Desa

- sebagaimana - huruf ¢ merupakan

b kewenangan 10ka1 berskala desa S
* . yang diakui kabupaten/Kota;- Hain

~.c. kewenangan . ~pemerintah - pusat PR
- .provinsi-dan kabupaten/kota yang

Jlainnya . - yang

ditetapkan dengan

kewenangan

pelimpahan kewenangan kepada desa
sebagai lembaga dan kepada kepala
desa sebagai penyelenggara pemerin-
tah desa.

Memperhatikan hal tersebut, maka
dapat  disimpulkan bahwa jika
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 secara jelas mengatur tata
kewenangan antara Pemerintah (baca:
Pemerintah Pusat), Pemerintah
Daerah  (Provinsi/Kabupaten/Kota)
dan juga Pemerintah Desa, Namun
demikian Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dengan = menerapkan
pilihan - prinsip  otonomi - seluas-
luasnya sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 10 ayat (2) yang'dianut
oleh Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, Pemeunntah hanya
menjalankan lima kewenangan, dan
diluar dari lima'kewenangan tersebut
menjadi kewenangan daerah,
sekalipun jika melihat Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan
bahwa ada ketidakpercayaan
Pemerintah  Pusat untuk  hanya
melaksanakan beberapa urusan saja
seperti urusan pertahanan keamanan,
politik luar negeri, peradilan, moneter
dan agama. Peraturan Pemerintah

pelaksanaannya E -

- peraturan "
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i Nomor 38 Tahun 2007 tersebut Juga
dapat dlszmpuikan mewpakan
o --:"'_-“keudaklelaan” dari Pemelmtah Pusat_ S o
- untuk ‘menyerahkan sebagian urusan_

' ".pemermtahan kepada Daerah

i : _'__':Dancran “demikian : ~maka dapat__“
"'-__-:Z:'_'_-_:_f'dlslmpuli{an bahwa konsep ‘dasar e
v otonomi. yang dianut oleh Undéng-
% Undang -Nomor 32 Tahun 2004, =
. otonomi. berhenti dikabupatelﬂkota | P
0 Maka, penoatulan lebih jaub tentang
. Desa dilakukansoleh kabupaten/kota,
. dimana - kewénangan Desa = adalah
- kewenangap = kabupaten/kota - yang
.- diserahkan . kepada Desa. " Mem-
-+ perhatikan hal tersebut, maka sesuai

dengan ‘apa yang diusulkan pada poin
1 perlu ada kejelasan makna bahwa
- negara mengakui dan menghormati

 kewenangan asli yang berasal dari

hak asal-usul. Karena sebagaimana
- telah dikemukakan dalam poin 1,
adanya pengakuan atas Kewenangan
- tersebut  memberikan - konsekuensi

. Desa memiliki hak mengatur dan

mengurus rumah tangganya “sendiri
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat (self governingcommunity)
-dan bukan “merupakan kewenangan
yang diberikan, atau didesentralisasi-
kan oleh baik "\ Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provansi, maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota.

. Desain  kelembagaan pemesintahan
Desa yang tertuang dalam Undang=
Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
menempatkan  kalau boleh saya
katakan “memaksa” Desa sebagai
bagian  subsistem  pemerintahan
daerah kabupaten/kota, hal tersebut
mengakibatkan  atas  keterbatasan
kewenangan Desa terutama  pada
proses perencanaan keunangan,
perencanaan pembangunan, dan tata
pemerintahan sendiri. Kebijakan yang
“tidak  pro desa” telah jelas
dirumuskan dalam ketentuan Pasal
202 ayat (3) Undang-Undang Nomor

-':_ﬁ;ﬁ'_"32 Tahtm 2004 yang menetukan"_-

+ bahwa " Sekretans desa sebagaimana .
'Zdnnaksud pada ayat: (2) diisi - dari SRR
-_3'?eoawa1 Negerl Sipil yang memenuhl_ i

- persyaratan, Ketentuan tersebut dalam =

: ':'__-5banyak hal' telah ‘mengakibatkan
witkecemburuan” dan dlshammmsam
. hubungan antaia  Sckretaris Desa
- dengan. perangkat desa 1a1nnya Oleh
- karena kebljakan Ctersebut
= mestmya___ Jangan “setengah ~ hati”
. terutama jika dikaitkan dengan, Pasal
210 ayat S (2) - Rancanoan Undang-

Uf_ld_zmt7 ‘Desa yang . menegask’m

- bahwa: Kepala desa, perangkat desa
‘dan anggota BPD dari desa yang

- diubah statusnya menjadi. kelurahan,

. diberhentikan dengan - hormat dari
_ Jabatannya ~dan diberikan
penghargaan - sesuai - . dengan
- kemampuan keuangon daerah. Dan
- Pasal 11 Rancangan Undang-Undang

Desa yang menentukan bahwa:

(1) Seluruh barang milik desa dan
sumber-sumber pendapatan desa
-yang berubah menjadi kelurahan
menjadi  kekayaan pemerintah
kabupaten/kota.

(2) Kekayaan desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikelola
oleh pemerintah kabupaten/kota
untuk  kKepentingan smasyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pendanaan sebagai akibat
perubahan status desa menjadi
kelurahan  dibebankan  pada
anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.

Artinya jika memang kebijakan

perubahan  status desa menjadi

kelurahan akan dimungkinkan dan
memang sebagai akibat perkembang-
an zaman menuntut demikian, maka
dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Desa, untuk Desa yang telah
memenuhi persyaratan untuk
dilakukan perubahan status menjadi
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o kelurahaﬂa lrr'xaka.buk'e.m hahﬁ'seiumh

“barang milik desa dan sumber-sumber
: '-'pendapatan desa yang = 'menjadi
- kekayaan' daerah, meialnkan juga

' seluruh - pelangkat “desa’  yang
bersangkutan - seluruhnya - beralih
o menjach “-pegawal ‘daerah - yang

_ :belsangkutan sehingga Pemerintah
. Daerah - tidak hanya telkesan mau

' -:enaknya sendiri.

. Hal “lain  vang perln mendapat
perhatian dag Rancangan Undang-
Undang tenfang Desa adalah terkait

- “'dengan Kewajiban Kepala Desa

sebagaimana  diamanatkan  dalam
Pasal /25 ayat (5) dan (6) yang
menentukan bahwa:

Pasal 25 ayat (5): Selain  melaksana-
kan rgas, wewenang  dan
kewajiban sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), avat (2) dan avat (4)
kepala desa juga melaksanakan
tugas, wewenang dan kewajiban
sebagai hakim perdamaian desa.
Pasal 25 ayat (6): Keputusan Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajiban - sebagai
hakim perdamaian desa sebagaimana
dimaksud ayat(5) bersifat final dan
mengikat bagi pthak-pihak terkait.
Perlu adanya “kejelasan mengenai
bagaimana penegakan hukum
menyangkut keputusam, yang telah
diambil oleh Kepala Desasdalam
melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai hakim perdamaian, terlebih
dengan kulifikasi putusan yang

““dijatuhkan” - bersifat  final dan |

mengikat.

C. Kesimpulan

Demikian sedikit uraian berkaitan
dengan ‘rencana pembentukan dan
penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Desa, Khususnya yang berkaitan
dengan lembaga pemerintahan desa, dan
perlu saya tegaskan kembali dalam
bagian ini, bahwa eksistensi desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum, memiliki
otonomi ash, yakni otonomi yang bukan
merupakan pemberian  dari  satuan
pemerintahan  yang  lebih  tinggi.
Implementasi desa yang memiliki otonoi
asli perlu diperjuangkan dengan tetap
memperhatikan  filosofi otonomi ash
tersebut, vakni adanya kemandirian,
kebebasan  untuk = mengator  dan
mengurus urusan pemerintahan, dengan
tetap menyadari dan memperhatikan
bahwa = dalam = kemandirian  dan
kebebasan berotonomi tersebut, sekali-
kali kebebasan dan kemandirian itu tidak
akan mempunyai kualifikasi sebagai
kemerdekaan.

Akhimya dengan segala
permohonan maaf, karena keterbatasan
tempat dan waktu, penulis (sangat
menyadari, bahwa tulisan ini masih jauh
dari kata sempwina, kesalahan baik yang
bersifat substansi maupun redaksional
sudah barang tentn banyak dijumpai
dalam-fulisan ini, oleh karena itu kritik,
saran dan masukan dari hadirin sangat
penulis harapkan, dan hanya Allah swt
pemilik kesempurnaan.
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